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BUPATI BLITAR  
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/238/409.012/KPTS/2012
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BUPATI BLITAR
Menimbang 
:
a. 
bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayananan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blitar. 
  Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;



2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


4.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



6.
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;



7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;


8.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



9.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar;



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 


11.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Blitar


12.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar;


13.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar;


14.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;


15.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 
Memperhatikan  :
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:


PERTAMA
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran Keputusan ini. 
K E D U A 
:
Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut : 


 a.   Mempunyai tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifika-sian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik

              

 b.  Mempunyai kewenangan :
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional  yang menjadi cakupan kerjanya;

KETIGA
  :
Menugaskan masing-masing Pimpinan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang  menjadi tanggungjawabnya. 
a. PPID Pembantu di masing-masing SKPD sekurang kurangnya  terdiri  dari Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang. 
b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik, dan Pejabat Fungsional.
KEEMPAT
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan; 
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten.
KELIMA
 :   
Tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagai berikut :  
a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID; 

b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;

c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu; 
d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Blitar.     
KEENAM
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                     Ditetapkan di Blitar
                       Tanggal   22 Maret 2012
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 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR 
 NOMOR     
 : 188/238/409.012/KPTS/2012
 TANGGAL  
 :  12 Maret 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
	No.
	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
	JABATAN DALAM KEDINASAN

	1.
	Atasan PPID
	Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar

	2.
	PPID 


	Kepala Dinas Perhubungan, Komuni-kasi dan Informatika Kabupaten Blitar

	3.
	Sekretaris
	Kepala Bidang Komunikasi dan Infor-matika pada Dishubkominfo Kabupaten Blitar

	4.
	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Infromasi
	Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Setda Kabupaten Blitar

	5.
	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika pada Bappeda Kabupaten Blitar

	6.
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 
	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blitar

	7.
	PPID Pembantu
	Sekretaris/KTU    SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
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